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TAJUK RENCANA

Ancaman DPR untuk KPK

alah satu strategi yvang sering
dipakai untuk membela diri
adalah menyerang terlebih
dahulu untuk melumpuhkan
lawan.

Mustrusi o cukop tepat menggambarkan bagaimana
LI berupava menghambat kerja K"K mengunghkap keter-
libatan anggota DPR dalam pengadaan KTP elektronik.
Sejumlab anggota Komist 11 DPR geregetan lerhadap
sikap pimpinan KK vang engean menverahkan rekaman
permeriksaan anggota DPR, Mirvam Haryani, oleh penyidik
PR, Pada saat bersaksi df Pengadilan Korupsi, Miryam
mencabut keterangannyva di BAP Alazsannva, dirinva me-
rasa diancam  penyidik KPK. Angoota Komisi 111 DPR
kemudian mengancam akan mengeunakan hak angket.

Keterangan Micviom ita dibantah penvidik KPR, Newel
Barswedan, Dalam kesaksian di persidangan, Novel menga-
takan, saat diperiksa Miriom mengaku ditekan anggota
Fanmisi THT DPR agar tidak anenegaku oda pembagian uang,
Angota Komist HITTPR ito adalab Bambang Socsabyo, A
Syamsudin, Pesmond 1 Mahesa, Masinton Pasaribu, dan
Sarifuddin Suclding (Koenpaes, 31738 Beberapa har kemu-
dlian, Novel disiram air kems Sebelum melanearkan hak
angket, Bamuos DPR menganeam akan melavangkon protes
kepada Presiden Joko Widode, Bamus DPRE mengusulkan
agar Pimpinan DI'R meminta Presiden Jokowi mem-
patalkan pencekalan Ketua DPR Setva Novantbo.

Manmuver DPR untuk menggunakan hak anghket bisa
dibaca sebagai upava DPT membela dici dan menckan KPE
untuk fidak mengengkap politisi DPR vang kecipratan
doma pengadasm KTF elektronile. Dalam dalowaan disebut
sejumilah anggota DPR mencrima dana megakiorupsi dori
pengadaan KTE elektronik.

'engeunaam hak angket merupakan upayva DR meng-
hambat pemberantasan korupsi dan menghambat upaya
penearian keadilan, Hak angket memang hak DPR. Hak
angket merupakan hak Desean untuk menyelidiki pelaksa-
naan sualu undang-undang kebijakan pemerintal yang
herkaitan dengan hal penting, strategs, dan berdampak
luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne-
i yang dichyi bertentangan dengan undsng-undang,

Penolakan KPP menvershkan rekaman pemeriksaan
saksl adalah dalam rangka penegakan hukom vang tidak
bisa digumakan |HYH sehagai syorat mengajukan hak anghet,
Jika politisi DPR berkebendak memaksa KI'K menyerah-
kan rekaman pemeriksaan, sevodianya DPR mengganakan
Jalur hukum, pengadilan, ataw Maohkamah  Konstitusi,
Mahkamah Konstitusi pernah membuka rekaman wa-
wanarn Anggodo Widjojo dengan sejumlah petingg hu-
kum negert mi. Bahkan, rekaman hasil penyvadapon it
diperdengarkan kepada masvarakat sehingga publik taho
hagaimana mafia hukum itu bekerga.




